WALIKOTA SUKABUMI
PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG :

PENJABARAN PERTANGGUNG]AWABAR@?ANA@

Menimbang :

Mengingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BRIAN ERAH
TAHUN ANGGARAN p608) %@

WALIKOTA SU , @
bahwa memenuhi ketent 19 P Daerah Kota Sukabumi
Nomor 7 Tahun 2009 ng Pextanpgungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapata elanja I Tahun Anggaran 2008, perlu
ditetapkan Per?,\ | alikota, Sukdbumi tentang Penjabaran
Pertanggungjawabi dksanaay Anggaran Pendapatan dan Belanja

Q/an 2008 agai rincian lebih lanjut dari
‘@ An

ggaran Pendapatan dan Belanja

1. Und@ang 7 Tahun 1950 tentang Pembentukan
f ,

T ah Kofa“kelil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Ja engah, d%awa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tux1950);

angu embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor

§§ o
\ndang-Lindang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)

8, Tan

Qriang~Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
%s esia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Repttblik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang ......




4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun }99 te g Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari @i Koluepotisme

(Lembaran Negara Republik Indon€sia Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Repd Qési oy 3851);
Ahun2o

6. Undang-Undang Nomor 17 003 tentan! uangan Negara

(Lembaran Negara Republk\ Indohesia un 2003 Nomor 47,
Alik Ind Nomor 4286);

Tambahan Lembaran Negara
7. Undang-Undang Nomg Jahun Z@ntang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negatq Re Ub@ §ia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembarap-Ng Rep Indonesia Nomor 4355);

10 Tahun” 2004 tentang Pembentukan
-undan, (Lembaran Negara Republik
opfor\53, Tambahan Lembaran Negara

% Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

g Jawab Keuangan Negara (Lembaran
esia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
lik Indonesia Nomor 4400);

or 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
sional (Lembaran Negara Republik Indonesia

1
anguna
un 04 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
§ }n {%o

mor 4421);

@1. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lendkargh Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

pahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sekapaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan ......
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 200g tentang Pengendalian
Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapaay dan Belanja Negara
dan Anggaran Pendapatan dan Belag
Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat da (/(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 No
Negara Republik Indonesia Nomor 42

16. Peraturan Pemerintah Nomo 2004ng Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinandan Anggotd’ Deéwan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran arg Republijs, Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lemba gara R ik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah { Qr 21 07 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturag Remefintah Of 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokolexdaq Keua infpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Raky h (Lem Negara Republik Indonesia
Tahun 2007

Tahun 2005 tentang Pengelolaan
mum Daerah (Lembaran Negara

Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Ntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

ARwqtagsi Perpérin
2005/ No 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
esia N 03);

20. Pérpyuran  Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

ecimybangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

22. Peraturan .......



22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayayan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 _INomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia T

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79

Pembinaan dan Pengawasan atg ggaraary~Pemerintahan

donesia \LaRun 2005 Nomor
ablik Indonggia Nomor 4593);

. @ tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pem: (Lembaran Negara
Republik Indonesia Taj @ Tambahan Lembaran
Negara Republik Indogesi

27. Peraturan Mentery { Neger mor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pe rKeuangan Daetah sebagaimana telah diubah
i Negeri Nomor 59 Tahun 2007

dengan Perat M
tentang Pe ~* as Per @lil' Menteri Dalam Negeri Nomor 13
- 5 . 1/ g

Tahun 2006 > edoga elolaan Keuangan Daerah;
. @ i D egeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang
€ aluasi cangan Peraturan Daerah tentang
i 4] sanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

c eraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
%Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

enyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ran 2008;

@ . Pera Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Péonbentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi
ahioy 2005 Nomor 5 Seri A - 3);

31. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Nomor 4);

32. Peraturan .......



32. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 9);

33. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lgembaran Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
O

hun 2008 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan @ Helanja ah Tahun
Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Xqtd<Sukab ahun 2008

Nomor 10); @ o
36. Peraturan Daerah Kota Sul 1 INOmor 14%11 2008 tentang

Perusahaan Daerah Waluya in Daergy Kota Sukabumi Tahun
2008 Nomor 14, Tambaha mMbaran ah Kota Sukabumi

Nomor 15); @

35. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No

r 3 Tahun 2009 tentang
a Bumi Wibawa (Lembaran
or 3);

Anggaran Pendapatan dan Belanja
Lembaran Daerah Kota Sukabumi

@ @v EMUTUSKAN :
Menetapkan : PE@I WAIK@FA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
AD

J PEL NAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
RAH TAHUN ANGGARAN 2008.

@ Pasal 1

Lapoalisasi anggaran Tahun Anggaran 2008, terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 65.263.021.093,00
b. Dana Perimbangan Rp 341.106.451.592,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah  Rp 41.345.805.563,00
Jumlah Pendapatan Rp 447.715.278.248,00
2. Belanja ......
_6-

2. Belanja



a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp 195.422.429.477,00
2) Belanja Bunga Rp 0,00

3) Belanja Subsidi Rp 0,00

4) Belanja Hibah Rp 13.434.113.828,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp 16.305.107.500,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp 428.737.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp  3.107.499.800,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp 40.500.000,00

Rp 228.738.387.605,00
b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp
2) Belanja Barang dan Jasa Rp
3) Belanja Modal Rp
Rp Z38:35R695.276,00
Jumlah Belanja Rp W%@BZ%LOO
Surplus/ (Defisit) Rp  9:780.804.633,00)
Q
3. Pembiayaan
a. Penerimaan 89.086.%
b. Pengeluaran .835.183.000 .90

Jumlah Pembiayaan Netto </ Rp 56.453.903.914,00
Sisa lebih pembiyaan angga ahun berkena RP 46.673.099.281,00

@ Pasa:
Ringkasan laporan Anggarax ebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 tercantum dalan I Pers y Walikota ini.
@ <&ﬁsal 3
lis @

QOTAN rea aran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
it ke da njabaran laporan realisasi anggaran.

@ Pasal 4

lappran realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
d Lampiran II Peraturan Walikota ini.

@ Pasal 5

ebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Ringkasan [3

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 7 September 2009

WALIKOTA SUKABUM],

ap. ttd.

MOK ) IKF A@SYUKUR
Diundangkan di Sukabumi

Pada tanggal 7 September 2009 @ %@

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SUKABUM]I,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ O

BERITA DAERAH KOTA SUK%%H




